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kepada :
1. Tbu Wahyu Emaningsih, S.H., MHum., selaku Pembimbing I dalam
penulisan skripsi ini.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan majunya zaman dan lajunya pertumbuhan perusahaan di
Indonesia yang membidangi berbagai sektor industri, maka masalah mengenai
ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan saat ini diusahakan sebagai salah satu
masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah-
masalah pengangguran.

Karena kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan
sebagai sumber daya manusia yang merupakan sarana yang sangat dominan
dalam kehidupan suatu bangsa, karena merupakan faktor penentu bagi mati
dan hidupnya suatu bangsa.l

Dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja merupakan motor penggerak
sebuah perusahaan. Dan berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali
dijumpai adagium yang berbunyi “pekerja/buruh adalah tulang punggung
perusahaan”. Tulisan ini nampaknya biasa saja dan tidak mempunyai suatu

makna. Tetapi kalau dikaji lebih dalam dan jauh lagi maka akan Kkelihatan

! Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 1




kebenarannya. Para pekerja dikatakan sebagai tulang punngung utama suatu
perusahaan, karena memang dia mempunyai peranan yang sangat penting.2

Tanpa adanya pekerja, tidak akan mungkin perusahaan itu akan jalan

dengan baik dan akan berpartisipasi dalam pembangunan.
Dalam kehidupan manusia ini mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka
ragam. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut maka manusia
dituntut untuk bekerja, baik itu para pekerja laki-laki maupun para pekerja
perempuan. Guna menghindari adanya perbedaan dalam hal pekerjaan, maka
pemerintah mempertegasnya dengan berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945,
dimana disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Seperti yang telah disebutkan
pasal 27 ayat 2 UUD 1945 maka dapatlah diketahui bahwa tidak ada peraturan
yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, khususnya kata bahwa
tiap-tiap warga negara dan seterusnya, tanpa mengadakan diskriminasi.

Perusahaan sebagai badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta
yang berbentuk BUMN atau BUMD bagi pemerintah mempunyai arti yang
sangat penting, karena perusahaan betapapun kecilnya merupakan bagian
kekuatan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah mempunyai kepentingan dan
ikut bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan.

Didorong oleh adanya kepentingan yang sama antara pengusaha dan

karyawan atas jalannya perusahaan dan dengan adanya keterlibatan keduanya

2 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hal. 75



dalam proses produksi, maka timbul hubungan antara pengusaha dan
karyawan atau serikat pekerja. Hubungan tersebut dinamakan Hubungan
Industrial atau  “Industrial  Relations”. ~ Pemerintah  bertekad untuk
mengembangkan suatu sistim hubungasn industrial sendiri yaitu Hubungan
Industrial Pancasila. Yang dimaksud dengan Hubungan Industrial Pancasila
(HIP) adalah sistem hubungan yang berbentuk antara pelaku dalam proses
produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang
didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-
sila dari Pancasila dan Undang-Undang Daar 1945 yang tumbuh dan
berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.?

Di dalam Hubungan Industrial Pancasila akan selalu terkait tiga unsur
didalamnya, yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah. Antara pengusaha dan
pekerja mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama yaitu bersama-sama
memajukan perusahaan. Sedangkan pemerintah walaupun secara fisik tidak
secara langsung berada dalam perusahaan tetapi sebagai wakil negara dan
masyarakat  pengaruhnya besar sekali dalam  perusahaan. Walaupun
pemerintah telah berteckad melaksanakan Hubungan Industrian Pancasila
dalam pergaulan kehidupan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, akan

tetapi Hubungan Industrial Pancasila itu sendiri tidak perlu dituangkan secara

31 g;;di::]] P]I‘.‘;vianulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,




implisit menjadi undang-undang, tetapi sebagai falsafah harus menjiwai semua
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.’

Lapangan pekerjaan saat ini dirasakan sebagai suatu masalah yang
sedang dihadapi pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran.
Ternyata perempuan merupakan salah satu variable yang turut menentukan
besar kecilnya pengangguran, sekaligus menentukan kebutuhan akan lapangan
pekerjaan. Ada petunjuk yang mengatakan bahwa perempuan Indonesia
mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai
perempuan pekerja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya angkatan kerja
permpuan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.
Dengan semakin banyaknya perempuan Indonesia yang bekerja maka
diperlukan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap mereka terutama
dalam hal keselamatan dan kesehatan serta pengupahan mereka. Untuk itu
maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khusus mengatur tentang
perlindungan terhadap pekerja perempuan, yaitu pada :

Pasal 76 :

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)
tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang

menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan

4 Zainal Asikin, Op.Cit, hal. 15




kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul
23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :

a. memberikan makanan dan minuman bergizi ; dan

b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh
perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 05.00.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 81:

(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan
memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada malam hari
pertama dan kedua pada waktu haid.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam perjanjian  kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 82 :

(1) Pekerja/buruh  perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu
setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1.5 (satu setengah)

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau

bidan.



Pekerja/buruh yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan
dokter kandungan atau bidan.
Pasal 84 :
Pekerja/buruh  perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi
kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan
selama waktu kerja.

Untuk pengupahan dapat dilihat pengaturannya dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 yang tidak membedakan antara pekerja laki-
laki dan pekerja perempuan. Syarat yang dapat kita lihat pada :

Pasal 1:

a. sebagai berikut :

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh
untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan
atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan,

atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu

perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik
untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Pasal 3

Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi

antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.



Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud membahas masalah
tersebut untuk dijadikan suatu bahan kajian yang berbentuk skripsi berjudul
“IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG PERSAMAAN UPAH PEKERJA LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILANYA (STUDI

KASUS P.T. SEMEN BATURAJA PALEMBANG)”.

B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan pokok yang
akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1981 tentang Persamaan Upah Pekerja Laki-Laki dan Perempu;n Untuk
Pekerjaan Yang Sama Nilainya pada P.T. Semen Baturaja ?

2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 pada P.T. Semen Baturaja ?

C. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN

Mengingat luasnya materi hukum ketenagakerjaan, maka perlu adanya
pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisisnya lebih terarah sehingga
akan diperoleh ketajaman analisis. |

Oleh karena itu, sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulis lebih

meneliti tentang persamaan upah pekerja laki-laki dan perempuan untuk



pekerjaan yang sama nilainya yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 1981 yang dilaksanakan pada P.T Semen Baturaja  yang

berada dikota Palembang

D. TUJUAN DAN MANFAAT

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

I

Mengidentifikasi persamaan upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan
untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Mengidentifikasi apa saja yang menjadi hambatan bagi penerapan

persamaan upah tersebut pada P. T Semen Baturaja Palembang

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.

Secara akademis — teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan kajian dan sumbangan perkembangan ilmu hukum ketenagakerjaan
di Indonesia.

Secara sosial — praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
bahan masukan konstruktif bagi semua pihak seperti pemerintah, kalangan
praktisi ketenagakerjaan, termasuk masyarakat sebagai buruh yang perlu

dilindungi dari praktek tidak sehat dalam dunia ketenagakerjaan.




E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh penulis
dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Untuk
membahas permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian sebagai
berikut :
1. Tipe penelitian
Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Yang menyangkut
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 dan UU No. 13 Tahun
2003 dan peraturan lainnya.
2. Sumber Data
Secara umum, sumber data dalam penelitian ini dibedakan antara data yang
diperoleh langsung di masyarakat (Data Primer) dan data yang diperoleh dari
bahan pustaka (Data Sekunder).’
- Data Primer yaitu suatu cara penelitian dan pengumpulan data dengan jalan
mengadakan wawancara langsung dan tanya jawab secara mendalam maupun
tidak langsung dengan pihak-pihak yang terkait (Field Research).
-Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan/dokumentasi yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-

buku dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan

di atas (Library Research).

5 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, hal.51
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3. Lokasi Penelitian

Dalam hal menunjang penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian
di PT. Semen Baturaja Palembang.

4. Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh, akan dilakukan analisis data secara sistematis
kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data primer
dideskripsikan/diuraikan dengan mengacu pada peraturan di bidang kajian ini.
Dari analisis yang sedemikian ini diharapkan dapat ditarik kesimpulan
mengenai pelaksanaan pengupahan sehingga mendapatkan gambaran yang

jelas.
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